
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2015 NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN

DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a bahwa dalam rangka menindaklanjuti
hasil klarifikasi  Gubernur Jawa Tengah
tanggal 26 Pebruari 2014 Nomor
180/002843 perihal Hasil Klarifikasi
Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2013,
Nomor 12 Tahun 2013, Nomor 13 Tahun
2013, Nomor 15 Tahun 2013, Nomor 16
Tahun 2013, Nomor 18 Tahun 2013, dan
Nomor 20 Tahun 2013, sehingga Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12
Tahun 2013 tentang Penataan dan
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Pembinaan Pedagang Kaki Lima perlu
untuk diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun
2013 tentang Penataan dan Pembinaan
Pedagang Kaki Lima;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444);

5. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
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6. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4866);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
5679);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950       Nomor 59);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas
Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3529);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun
2006 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4655);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pengesahan, Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-
Undangan;

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199);
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16. Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Banjarnegara (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
106);

17. Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
142) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6
Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 186);

18. Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-
2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 145);
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19. Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013
tentang Ketertiban dan Ketentraman
Masyarakat (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 159);

20. Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013
tentang Penataan dan Pembinaan
Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 164);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penataan dan
Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 164) diubah sebagai
berikut :
1. Pasal 7 dihapus.
2. Pasal 8 dihapus.
3. Pasal 9 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 10

Ketentuan mengenai lokasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

BAB VI
PENDAFTARAN PKL

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 13

(1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL
melakukan pendaftaran PKL.
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(2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL
bersama dengan Lurah/Kepala Desa.

(3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk pengendalian dan menjamin kepastian hukum
berusaha.

(4) Tata cara, persyaratan pengajuan, permohonan dan masa
berlaku pendaftaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah dan setelah ayat (3) ditambahkan
1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga keseluruhan Pasal 14
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Setiap PKL hanya dapat memiliki 1 (satu) TDU dan tidak
dapat dipindahtangankan.

(2) TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat
diperbaharui sepanjang lokasi/tempat usaha PKL tersebut
masih bisa digunakan.

(3) TDU dapat dicabut sebelum berakhirnya jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Pemerintah
Daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi PKL.

(4) Penerbitan TDU tidak dipungut biaya.
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7. Ketentuan Pasal 21 ditambahkan penjelasan pasal sehingga
Penjelasan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Sanksi administrasi berupa teguran lisan dilakukan oleh
SKPD yang membidangi urusan PKL bersama dengan Satpol
PP terhadap PKL yang diduga melakukan pelanggaran.
Sanksi administrasi berupa teguran tertulis dilakukan oleh
Satpol PP setelah berkoordinasi dengan SKPD yang
membidangi urusan PKL dengan cara :
a. teguran tertulis pertama dengan jangka waktu selama 7

(tujuh) hari;
b. teguran tertulis kedua dengan jangka waktu selama 3 (tiga)

hari; dan
c. teguran tertulis ketiga dengan jangka waktu selama 1

(satu) hari.
Sanksi administrasi berupa pencabutan TDU dilakukan oleh
pejabat yang ditunjuk.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 29 Mei 2015

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2015 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA, PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR :

5/2015

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.SI
Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN

DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM
Bahwa dalam rangka menanggulangi dan mengatasi

keberadaan PKL di Daerah yang menimbulkan banyak
permasalahan khususnya terkait dengan keamanan,
ketertiban, kenyamanan dan kebersihan di Daerah, telah
dibentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan
Pedagang Kaki Lima agar tercipta adanya keamanan,
ketertiban, kebersihan dan kenyamanan bagi masyarakat di
Daerah.

Namun demikian, Peraturan Daerah dimaksud telah
diklarifikasi oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana
dinyatakan dalam suratnya Nomor 180/002843 tanggal 26
Pebruari 2014 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2013, Nomor 12
Tahun 2013, Nomor 13 Tahun 2013, Nomor 15 Tahun 2013,
Nomor 16 Tahun 2013, Nomor 18 Tahun 2013, dan Nomor 20
Tahun 2013, dengan klarifikasi pada Pasal 13, Pasal 14 dan
Pasal 21.

Untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi Gubernur Jawa
Tengah tersebut, sehingga perlu dilakukan perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun
2013 tentang Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten
Banjarnegara.
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II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Pasal 13
Ketentuan ini disesuaikan dengan ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun
2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 192


